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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 017 /POL.PP&PK-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang :  a

Viengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bihwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menten
Pendayagunaan  Aparawr  Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor
PER/09/M.PANS/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan I[ndikator
Kineja Utama Sawan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021:

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan
Indikator Kerja Utama dengan Keputusan Kepala Satuan Pohsi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Samatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nemor 25) jis Undang-Undang Dnt
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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n Daerah Kabupaten Pesisic Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

P'. > I p “ PR &
embenwkan dan Susunan Perangkat Daerah;
2 Japre % P {ed .
2. Peratyran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tenmtang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017
tentang perubhan Ketiga atas Perawran Bupati Pesisir Selatan tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun

2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

‘ MEMUTUSKAN :
* Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

L~

Kebakaran Kabupaten Pesisir  Selatan  Tahun 2016-2021 sebagaimana

tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan inj;

EEDUA i - Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan

acuan yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusunan dokumen penilaian

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

~ pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
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 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemenksann, Pengelolasn dan
b & B y

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Todonesia
Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis

Nomor 1400)

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangun

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6011);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

~ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
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¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian

harl ternvata terdapat kekeliruan dalam penetapan int akan dirubsh  dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

pada tanggal . Jul 2019
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Tentang Penetapan Indkator Einena Urama Satgan Polisi Pamong, Praja dan

Pemadam Kebuakaran 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
] DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUI’A’I’[’N PESISIR SELATAN TAHUN 2016-202]

; No Sasaran o l indnkmm kmrr;n I I'rn,rlnm/ Formula "~ Sumber Dara dan
{ ' Uwama l’mp,}ulungnn Penanggungjawab
' I. | Penegakan pérdafp«:zlad.s g P r«mu.;:r“ B ;jm;\la}l - Satuan Polist Pamong
i ! Penegakan l! penyelesaian , Praja dan Pemadam
f ; Perda Perkada % penegakan PERDA Kebakaran

| | | X100%

3 | l

P | * Jumlah

: i ’ | pelanggaran
% | | PERDA

’g 2 | Pencegahan dan Ti:u;;nmr | nghhnml-ués _ Satuan Polisi Pamong
S Sl , ‘
3 { Penyelamatan Kebakaran i Pencegahan dan  wilayah Przja dan Pemadam
i | Penyelamatan manajemen Kebakaran

k ; Kebakaran kebakaran X 100 %

i : é Luas wilayzh

| kabupaten/kota

£
g
L
L
g
5
i

Scanned by CamScanner



’m
|
i

o 1 sou SaEE .,3/‘. N\
A £ P — A\ \

/D

B i :u f

WAL ueneyBuef b s o
wejep ueleyeqay SNSey yerung ugjeweRAuad
ueIeNEQaY . uep
0008 0528 |S808 |95GL |ZTI9 | 8ETS wiepewad Buepg % 001 X NUSW G| (errsyew ueljeqay
g . npjem wejep webueup BA YWAA|  ueyeBaouad uejewejphuad
uep dgodies 1P UBIENEDY SNSEY yepunp asejuasiad| uepueyebaouad| . z
v(y3d uerebbued yejunp winquuel |
myweq epiRd uenfiBuebd
uep ddpdies 58 08 L sL €L 0L ueyebauag Guepig % 001 X vayad veyebauad (T VT epeyiad
uelesajeAuad yejwnp aseuasidd| /epiag ueyebauagd| |
1202 0207 | 6402 | 8L0Z 2102 9102 , e e
qeame| eliouny At B
Bunbfueuay unije] denag ueiede) jofse) ejeq Joquing 110z unye] 9§ bepuauuad (senuuoy Joeyipul uwieseg . “ON

awrdy uveseses uep uening eped noeuayy
ueleog Jisisad uajednqey ueseNeqa)y] wepewad uep elesy Buowiey |sijod uemesg

eweyn cloury Joymyipuy

Scanned by CamScanner



